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ABSTRAK 

Pendidikan hukum humaniter memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku prajurit yang 

profesional dan etis, terutama dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan 

selama konflik bersenjata. Realitas di berbagai negara menunjukkan bahwa pemahaman yang 

kurang terhadap hukum humaniter kerap menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran di medan 

tempur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendidikan hukum humaniter bagi 

anggota militer serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasinya dalam konteks 

konflik kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi 

literatur, yang mencakup dokumen akademik, kebijakan militer, laporan organisasi internasional, 

dan publikasi resmi terkait pelatihan hukum humaniter. Teknik analisis yang diterapkan adalah 

analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema kunci, serta tantangan struktural 

yang memengaruhi efektivitas pendidikan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara-

negara yang mengintegrasikan hukum humaniter secara berjenjang dalam kurikulum militer, 

seperti Swiss dan Norwegia, menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi dibanding 

negara yang belum memiliki sistem pelatihan hukum yang kuat. Di Indonesia, upaya telah 

dilakukan melalui kerja sama dengan ICRC, namun masih ditemukan kendala dalam 

kesinambungan materi dan evaluasi operasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 

desain kurikulum hukum humaniter, pelatihan berbasis studi kasus, serta kerja sama internasional 

untuk membentuk militer yang profesional dan patuh pada hukum kemanusiaan. 

Kata Kunci: Etika Militer, Hukum Humaniter, Kepatuhan Hukum, Operasi Militer, Pendidikan 

Militer. 

 

PENDAHULUAN 

Konflik bersenjata telah menjadi bagian integral dari sejarah peradaban manusia dan 

terus berkembang dalam bentuk serta intensitasnya seiring waktu. Sejak zaman kuno, 

peperangan telah menyebabkan penderitaan luas tidak hanya bagi para kombatan, tetapi 

juga bagi masyarakat sipil yang kerap menjadi korban tidak langsung maupun langsung 

dari kekerasan yang terjadi [1]. Untuk menanggulangi dampak destruktif tersebut, 

masyarakat internasional menciptakan norma-norma hukum yang dikenal sebagai hukum 

humaniter internasional atau International Humanitarian Law (IHL), yang secara khusus 

dirancang untuk membatasi cara dan metode peperangan, serta memberikan perlindungan 

kepada individu yang tidak atau tidak lagi ambil bagian dalam permusuhan [2]. 

Kerangka hukum ini tertuang dalam berbagai instrumen internasional, dengan 

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 sebagai pilar utamanya [3]. 

Konvensi tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap warga 

sipil, perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, serta larangan terhadap penggunaan 

kekerasan berlebihan yang tidak proporsional. Prinsip-prinsip tersebut bersifat jus cogens, 

yaitu norma imperatif yang wajib ditaati dalam semua bentuk konflik, baik internasional 

maupun non-internasional. 

Meskipun kerangka hukum tersebut telah disepakati secara luas oleh komunitas 
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internasional, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter masih sering terjadi. 

Dalam banyak kasus, akar masalahnya bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan 

pada minimnya pemahaman dan kesadaran pelaku konflik terhadap eksistensi dan 

penerapan hukum tersebut [4]. Oleh karena itu, pendidikan hukum humaniter menjadi 

krusial, khususnya bagi aparat militer yang memiliki wewenang dalam pengambilan 

keputusan operasional di medan tempur. Pendidikan ini tidak hanya dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga untuk membangun etika profesional dan 

kesadaran moral dalam menjalankan tugas [5]. 

Laporan dari International Committee of the Red Cross (ICRC) menyatakan bahwa 

militer yang terlatih dalam hukum humaniter menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih 

tinggi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, serta lebih sedikit terlibat dalam pelanggaran 

hak asasi manusia selama konflik bersenjata [6]. Penelitian Sassòli (2019) juga 

menguatkan bahwa pendidikan hukum humaniter dapat secara signifikan menurunkan 

risiko tindakan tidak sah oleh prajurit, terutama dalam situasi stres tinggi dan 

ketidakpastian medan perang [7]. 

Di era modern, kompleksitas peperangan semakin meningkat, terutama dengan 

hadirnya teknologi baru seperti pesawat nirawak (drone), senjata siber, dan sistem 

persenjataan otonom. Dinamika ini menimbulkan tantangan baru dalam implementasi 

hukum humaniter, terutama dalam hal penerapan prinsip proporsionalitas dan 

akuntabilitas [8]. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan hukum humaniter juga harus 

bersifat adaptif terhadap perubahan karakter konflik, serta menekankan pada kemampuan 

prajurit dalam menerapkan prinsip kemanusiaan di tengah perkembangan taktik dan 

teknologi militer. 

Di Indonesia, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan hukum 

humaniter dalam sistem pendidikan militer. TNI bekerja sama dengan organisasi 

internasional seperti ICRC untuk menyusun kurikulum hukum humaniter yang diterapkan 

pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari akademi militer hingga pendidikan lanjutan 

bagi perwira menengah [9]. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal 

penyelarasan kurikulum, peningkatan kapasitas instruktur, serta konsistensi dalam 

implementasi pelatihan di semua satuan. Belum adanya sistem evaluasi yang kuat juga 

menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas program pendidikan hukum humaniter yang 

telah berjalan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi 

pendidikan hukum humaniter bagi prajurit dalam mencegah pelanggaran konflik 

bersenjata, mengevaluasi praktik pendidikan yang telah dilakukan, serta memberikan 

rekomendasi strategis guna memperkuat penegakan prinsip kemanusiaan di lingkungan 

militer. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara 

mendalam urgensi pendidikan hukum humaniter bagi prajurit dalam konteks pencegahan 

pelanggaran konflik bersenjata. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk 

menggambarkan, menginterpretasikan, dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan 

penerapan pendidikan hukum humaniter dalam berbagai lingkungan militer berdasarkan 

sumber literatur yang relevan dan kredibel [10]. Pendekatan kualitatif memberikan ruang 

bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna, pemahaman, serta hubungan antar konsep 

tanpa terikat pada pengukuran statistik yang ketat [11]. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur yang mencakup 

buku-buku akademik tentang hukum humaniter, artikel jurnal internasional terindeks, 
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laporan dari organisasi internasional seperti International Committee of the Red Cross 

(ICRC), dokumen United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), serta 

kebijakan dan doktrin pendidikan militer nasional dan internasional [5]. Pemilihan sumber 

dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria relevansi terhadap topik 

penelitian, kredibilitas sumber, keterkinian data (minimal dalam 10 tahun terakhir), serta 

kejelasan metodologi penelitian yang digunakan dalam sumber-sumber tersebut [4]. 

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode telaah dokumen 

(documentary study). Dokumen yang ditelusuri meliputi standar pelatihan hukum 

humaniter, evaluasi efektivitas program pelatihan hukum di berbagai negara, serta studi 

kasus mengenai penerapan hukum humaniter di medan konflik kontemporer [12]. 

Penelusuran dokumen dilakukan melalui basis data akademik seperti JSTOR, Scopus, 

Google Scholar, dan perpustakaan digital organisasi internasional, untuk memastikan 

cakupan data yang luas dan variatif. 

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis), yakni 

teknik sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola-pola 

konseptual, kategori utama, serta hubungan antar konsep yang berkaitan dengan 

pendidikan hukum humaniter [13]. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan deduktif, 

yaitu berangkat dari teori dan konsep utama dalam hukum humaniter untuk kemudian 

dicocokkan dengan data yang ditemukan. Metode analisis isi memungkinkan penelitian 

ini untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menyusun kategorisasi 

faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pendidikan hukum humaniter di 

lingkungan militer. 

Dalam pelaksanaannya, analisis penelitian difokuskan pada tiga aspek utama: (1) 

pentingnya pendidikan hukum humaniter dalam membentuk perilaku etis prajurit di 

medan perang, (2) efektivitas program pelatihan hukum humaniter yang telah 

diimplementasikan di berbagai negara dan institusi militer, serta (3) tantangan dan 

rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan hukum 

humaniter dalam menghadapi dinamika konflik modern [7]. Ketiga aspek tersebut diurai 

melalui triangulasi data dari berbagai sumber sehingga menghasilkan gambaran yang 

komprehensif, holistik, dan berbasis bukti. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi 

akademis dan praktis dalam memahami peran pendidikan hukum humaniter sebagai 

instrumen utama untuk membangun kekuatan militer yang tidak hanya profesional secara 

teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, akuntabilitas, serta 

kepatuhan terhadap hukum internasional di setiap operasi militer yang dijalankan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil kajian literatur yang mendalam terhadap berbagai sumber 

akademik, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi terkait pendidikan hukum 

humaniter, ditemukan sejumlah temuan penting yang menjadi fokus dalam pembahasan 

ini. Pendidikan hukum humaniter terbukti memiliki peran strategis dalam membentuk 

perilaku prajurit di medan konflik serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-

norma kemanusiaan. Dalam bagian ini, hasil penelitian akan dipaparkan dan dianalisis 

berdasarkan tiga aspek utama, yaitu: (A) pentingnya pendidikan hukum humaniter dalam 

membangun etika militer, (B) efektivitas program pelatihan di berbagai negara, serta (C) 

tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan hukum humaniter di 

lingkungan militer. 
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Pentingnya Pendidikan Hukum Humaniter  

Pendidikan hukum humaniter memainkan peranan yang sangat krusial dalam 

membentuk perilaku prajurit yang profesional, etis, dan patuh terhadap norma-norma 

kemanusiaan selama konflik bersenjata. Dalam konteks peperangan modern yang semakin 

kompleks dan cepat berubah, kehadiran hukum humaniter menjadi penuntun moral dan 

hukum bagi prajurit dalam menjalankan misi militer, baik dalam konflik berskala 

internasional maupun non-internasional [2]. Hukum humaniter tidak hanya mengatur 

batasan dalam penggunaan kekuatan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi mereka 

yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, seperti warga sipil, tawanan 

perang, dan tenaga medis [4]. 

Menurut International Committee of the Red Cross (ICRC), pemahaman yang kuat 

terhadap prinsip-prinsip utama dalam hukum humaniter—yaitu prinsip pembedaan 

(distinction), proporsionalitas (proportionality), dan kehati-hatian dalam serangan 

(precaution)—secara signifikan dapat mengurangi risiko terjadinya pelanggaran terhadap 

pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum [6]. Prinsip-prinsip ini menuntut kemampuan 

prajurit untuk secara etis dan hukum menilai tindakan militer yang akan diambil, termasuk 

kemampuan membedakan antara target militer yang sah dan objek sipil, serta menakar 

dampak serangan terhadap populasi non-kombatan. 

Pendidikan hukum humaniter bukan sekadar mekanisme transfer informasi hukum, 

tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai moral dalam kerangka tindakan operasional 

prajurit. Melalui pelatihan yang sistematis dan aplikatif, nilai-nilai kemanusiaan dapat 

tertanam dalam proses pengambilan keputusan militer [5]. Sassòli (2019) menegaskan 

bahwa integrasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam pelatihan militer tidak hanya 

memperkuat disiplin tempur dan menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga 

meningkatkan efektivitas operasi militer secara keseluruhan serta mendorong terciptanya 

legitimasi dan kepercayaan publik, baik nasional maupun internasional [7]. Hal ini 

menjadi sangat relevan mengingat keberhasilan operasi militer di era modern tidak hanya 

ditentukan oleh kemenangan taktis, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap norma hukum dan 

standar etika yang diakui secara universal. 

Pendidikan hukum humaniter juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap 

pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius. Berdasarkan 

pengalaman dari sejumlah konflik bersenjata di berbagai wilayah, terdapat banyak kasus 

di mana personel militer individu maupun komandan militer menghadapi penuntutan di 

hadapan mahkamah pidana internasional akibat tindakan yang melanggar hukum 

perang[14]. Dalam konteks ini, pendidikan hukum humaniter berfungsi sebagai bentuk 

perlindungan hukum tidak hanya bagi institusi militer, tetapi juga bagi individu prajurit, 

dengan memastikan bahwa setiap tindakan operasional memiliki dasar hukum dan moral 

yang kuat. 

Upaya untuk menanamkan pemahaman hukum humaniter juga menjadi bagian dari 

strategi militer jangka panjang dalam membangun postur angkatan bersenjata yang tidak 

hanya tangguh dalam hal kemampuan tempur, tetapi juga bertanggung jawab dan 

berintegritas. Integrasi hukum humaniter dalam pendidikan dan pelatihan militer 

merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa kekuatan militer suatu negara 

berjalan seiring dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan supremasi hukum [12]. 

Efektivitas Program Pelatihan di Berbagai Negara 

Efektivitas penerapan pendidikan hukum humaniter di lingkungan militer sangat 

dipengaruhi oleh model kurikulum, metode pelatihan, dan komitmen institusi terhadap 

internalisasi prinsip hukum. Di Swiss, hukum humaniter telah terintegrasi dalam seluruh 

jenjang pendidikan militer, mulai dari pelatihan dasar hingga kursus kepemimpinan 
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lanjutan. Metode pelatihan yang diterapkan mencakup studi kasus, simulasi medan tempur, 

serta penilaian berbasis tugas. Evaluasi dari Angkatan Bersenjata Swiss menunjukkan 

bahwa pendekatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kepatuhan prajurit terhadap 

hukum humaniter [15]. 

Norwegia menerapkan strategi serupa dengan pendekatan pelatihan progresif dan 

kontekstual. Pendidikan hukum humaniter disampaikan secara bertahap dalam setiap 

tahap karier militer dan dikaitkan langsung dengan simulasi operasi berdasarkan konflik 

nyata. Laporan International Committee of the Red Cross (ICRC) menyebut bahwa Swiss 

dan Norwegia mencapai tingkat kepatuhan hukum lebih dari 85% dalam latihan militer, 

menjadikan keduanya sebagai model praktik terbaik dalam pengajaran hukum humaniter 

[16]. 

Di Indonesia, kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan ICRC telah 

menghasilkan program pelatihan hukum humaniter di berbagai jenjang pendidikan militer, 

mulai dari akademi hingga sesko matra dan pelatihan satuan. Meskipun demikian, 

sejumlah tantangan masih ditemukan, seperti belum optimalnya evaluasi pasca-pelatihan, 

ketidakterpaduan materi antar jenjang, serta perlunya penyesuaian terhadap konteks 

konflik modern seperti siber dan perang hibrida. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan 

bahwa efektivitas pelatihan hukum humaniter di Indonesia berada pada kisaran 60–70%, 

menandakan perlunya penguatan dalam aspek kurikulum, metode, dan kapasitas sumber 

daya pelatih [17]. 

 Perbandingan efektivitas pelatihan hukum humaniter di ketiga negara tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan bahwa negara dengan sistem pelatihan 

terintegrasi dan berbasis praktik cenderung memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih 

tinggi. Grafik ini mempertegas bahwa keberhasilan pendidikan hukum humaniter tidak 

hanya ditentukan oleh kelengkapan materi, tetapi juga oleh strategi implementasi, evaluasi 

berkelanjutan, dan komitmen kelembagaan yang kuat. 

 
Gambar 1. Perbandingan Efektivitas Pelatihan Hukum  

Humaniter di Beberapa Negara  

Tantangan dan Rekomendasi Peningkatan 

Pendidikan hukum humaniter telah diterapkan di banyak institusi militer di berbagai 

negara. Implementasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, antara 

lain keterbatasan sumber daya instruktur yang memahami hukum humaniter secara 

mendalam, rendahnya kesadaran hukum di kalangan prajurit tingkat dasar, serta beban 

kurikulum militer yang padat sehingga materi hukum humaniter sering kali tidak 

mendapat porsi yang memadai [5]. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga 

penyelenggara pendidikan militer dan belum adanya sistem evaluasi berjenjang juga 

memperlemah efektivitas internalisasi prinsip hukum humaniter dalam lingkungan 

operasional. 

Karakter konflik modern yang semakin kompleks, termasuk perang siber, operasi 

dalam lingkungan perkotaan, dan keterlibatan aktor non-negara, turut memperbesar 
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kesenjangan antara teori hukum humaniter dengan praktik operasional di lapangan [6]. 

Konflik bersenjata kini tidak hanya melibatkan negara melawan negara, melainkan juga 

aktor non-negara seperti kelompok bersenjata dan organisasi teroris, yang memperumit 

penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Michael Schmitt dalam 

Tallinn Manual 2.0 menggarisbawahi bahwa perkembangan teknologi militer menuntut 

adaptasi prinsip-prinsip hukum humaniter agar tetap relevan dalam medan pertempuran 

berbasis digital dan siber [8]. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat diusulkan. 

Pertama, pelatihan hukum humaniter perlu dikembangkan berbasis studi kasus nyata dan 

simulasi operasi militer, agar prajurit tidak hanya memahami norma hukum secara teoretis, 

tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang realistis [7]. Kedua, 

penerapan skema pelatihan berjenjang dan sistem evaluasi rutin perlu diperkuat untuk 

memastikan penguasaan materi hukum humaniter di semua tingkat kepangkatan. Ketiga, 

kolaborasi dengan lembaga internasional seperti ICRC, United Nations Institute for 

Training and Research (UNITAR), serta pusat-pusat studi hukum militer harus 

ditingkatkan guna memperkaya metodologi dan memperluas jangkauan pendidikan [12]. 

Selain itu, inovasi dalam metode pembelajaran berbasis teknologi, seperti aplikasi 

simulasi, modul digital interaktif, dan e-learning, dapat membantu menyesuaikan 

pendidikan hukum humaniter dengan tantangan operasional modern. Pendekatan-

pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum 

humaniter dalam budaya militer, membangun profesionalisme prajurit, dan memastikan 

bahwa setiap operasi militer dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan 

hukum internasional.  
 

KESIMPULAN  

Pendidikan hukum humaniter memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk perilaku prajurit yang profesional, etis, dan berorientasi pada penghormatan 

terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa 

pendidikan hukum humaniter yang terstruktur dan berkesinambungan dapat secara 

signifikan mengurangi potensi pelanggaran hukum dalam operasi militer. Integrasi hukum 

humaniter ke dalam doktrin, pendidikan, dan pelatihan militer juga berkontribusi terhadap 

peningkatan legitimasi dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap operasi militer 

suatu negara. 

Efektivitas program pelatihan hukum humaniter sangat dipengaruhi oleh pendekatan 

yang diterapkan, kesinambungan materi, serta adaptasi terhadap dinamika konflik 

kontemporer. Negara-negara seperti Swiss dan Norwegia telah menunjukkan keberhasilan 

dalam menginternalisasi hukum humaniter ke dalam seluruh jenjang pendidikan militer. 

Sementara di Indonesia, upaya penguatan masih perlu terus dilakukan, terutama dalam hal 

kesinambungan pelatihan, pembaruan materi sesuai perkembangan teknologi, serta 

penguatan evaluasi berbasis praktik operasional. 

Tantangan implementasi pendidikan hukum humaniter meliputi keterbatasan sumber 

daya instruktur, padatnya kurikulum militer, serta dinamika konflik modern yang 

memperumit penerapan prinsip hukum di lapangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, 

diperlukan pendekatan inovatif dalam pendidikan hukum humaniter, seperti penggunaan 

studi kasus, simulasi, e-learning, serta peningkatan kerja sama dengan organisasi 

internasional. 

Pendidikan hukum humaniter harus dipandang tidak hanya sebagai kewajiban 

hukum, tetapi sebagai investasi strategis dalam membangun militer yang profesional, 

berkarakter, dan siap menjalankan tugas dalam kerangka hukum dan etika. Penguatan 
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program pendidikan hukum humaniter merupakan langkah fundamental untuk 

memastikan bahwa operasi militer di masa depan dilaksanakan dengan tetap menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan norma hukum internasional. 

 

DAFTAR PUSAKA 
F. Kalshoven and L. Zegveld, Constraints on the Waging of War: An Introduction to International 

Humanitarian Law, 4th ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2011. 

ICRC Indonesia, Program Pendidikan Hukum Humaniter di TNI, 2020. [Online]. 

ICRC Indonesia, Program Pendidikan Hukum Humaniter di TNI. [Online]. 

ICRC, Implementation of IHL in Norwegian Armed Forces. [Online]. 

ICRC, Integrating the Law: International Humanitarian Law and Human Rights Law into Military 

Operations. Geneva: ICRC, 2013. 

ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 

2021. [Online]. 

International Committee of the Red Cross (ICRC), International Humanitarian Law Training in 

the Swiss Armed Forces. Geneva: ICRC, 2020. 

International Committee of the Red Cross (ICRC), The Geneva Conventions of 1949 and their 

Additional Protocols. Geneva: ICRC, 2015. 

J. W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th 

ed., Thousand Oaks, CA: Sage, 2014. 

K. Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 4th ed., Thousand Oaks, 

CA: Sage, 2018. 

M. D. LeCompte and J. J. Schensul, Analyzing and Interpreting Ethnographic Data. Walnut 

Creek, CA: AltaMira Press, 1999. 

M. N. Schmitt, Ed., Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations. 

Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2017. 

M. Sassòli, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems 

Arising in Warfare. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 2019. 

M. Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, 5th ed. New 

York, NY: Basic Books, 2015. 

R. Cryer, H. Friman, D. Robinson, and E. Wilmshurst, An Introduction to International Criminal 

Law and Procedure, Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2019. 

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), Enhancing Training Standards in 

IHL for Peacekeepers, 2020. 

Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3rd ed. 

Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2016. 


